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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sekaligus menjadi 

sektor yang potensial dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Dana 

yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan 

kebutuhan pembangunan, maka peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya 

dalam membayar pajak akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara. 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan 

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak 

adalah melakukan reformasi dibidang perpajakan (tax reform).  

Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud 

pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara 

langsung oleh Wajib Pajak. Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung 

penerimaan negara sangat penting. Besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun 

selalu meningkat setiap tahun. Saat ini sekitar 70% APBN di Indonesia dibiayai 

dari besarnya penerimaan pajak. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti 

perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. 

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam 

segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari 

waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan 

sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga 

potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan 

menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib 

Pajak (Rapina, et al. 2011).   



2 

 

Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan 

pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance. Tujuan modernisasi 

antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi 

perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi.  

Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan 

pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerjasama dan 

keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak 

maupun wajib pajak.  

Sistem Modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan 

pengorganisasian berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak, seperti Hal 

ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan kekuasaan. Selain 

itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi 

sehingga meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, 

disusun SOP (Standard Operating Procedure) untuk masing-masing pekerjaan. 

Modernisasi pajak juga menyediakan e-Registration untuk mendaftarkan diri 

sebagai wajib pajak, e-SPT untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi paperlessdan 

e-Filing“untuk penyampaian SPT melalui sistem online dan real time.  

Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi 

pelaksanaan kebijakan perpajakan agar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good 

Governance. Dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern, didukung 

dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, diharapkan terciptanya prinsip-

prinsip Good Governance yang berlandaskan transparansi, akuntabel, responsif, 

independen dan adil.  

Menurut Rahayu dan Lingga (2009) program dan kegiatan reformasi 

administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi 
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berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui 

pembentukan account representative dan complaint center untuk menampung 

keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga 

merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem 

Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi 

Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case 

management system dalam workflow system dengan berbagai modul otomatisasi 

kantor serta berbagai pelayanan berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-

Payment, Taxpayer’s Account, e-Registration, dan e-Counceling.   

Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern, dapat 

meningkatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak sehingga 

diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak yang tinggi berdampak pula pada meningkatnya jumlah penerimaan 

pajak. Sehingga dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan APBN guna 

membantu pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional.  

Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan 

Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali 

Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran 

pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan 

menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan 

upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang 

mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada 

hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi 

perpajakan yang meliputi tax service dan taxenforcement. Perbaikan administrasi 

perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan.  
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Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu 

mengenai kepatuhan wajib pajak diantaranya peneliti yang dilakukan oleh Maria 

(2013) yang menunjukan bahwa Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi 

perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar 

Lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena 

Pajak (PKP), dengan arah hubungan positif.  

Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil berbeda, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) mengenai Pengaruh Modernisasi 

Sistem Administrasi Perpajakan terhadap KepatuhanWajib Pajak pada KPP 

Pratama Bandung sebagian besar dalam kategori baik dan system administrasi 

perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak.  

Dari kedua penelitian diatas, peneliti akan melakukan penelitian sejenis yaitu 

pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil 

berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah 

pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi yang mana kita ketahui kepatuhan wajib pajak Indonesia 

masih cukup rendah.  
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1.2.Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

Apakah modernisasi system administrasi perpajakan dapat mempengaruhi terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak ?  

1.3.Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara 

modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi.   

 

1.4.Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi 

ilmupengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait modernisasi 

systemadministrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, 

penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa 

jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.   

1.4.2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran 

langsung tentang bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari sudut pandang 

instansi, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sistem 

administrasi perpajakan yang diterapkan saat ini guna memberikan 

pelayanan yang lebih baik di kemudian hari.  
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